BAB IlI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan
terhadap hasil penelitian dalam Bab Il, dapat disimpulkan bahwa, terdapat
masyarakat hukum adat karo di kabupaten karo kecamatan tigapanah dan
kecamatan juhar. Adanya tanah komunal yang dimana hasil dari tanah yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diatas tanah
komunal digunakan untuk menanam tumbuhan, pohon-pohon yang
menghasilkan buah sehingga dapat dinikmati bersama oleh masyarakat adat
karo, diatas tanah komunal juga digunakan sebagai tempat tinggal dan
pertanian serta sebagai tempat untuk melakukan acara-acara adat misalnya
acara pernikahan dan pelepasan orang meninggal dunia yang dilakukan
oleh masyarakat adat karo. Adanya hubungan hukum antara masyarakat
hukum adat karo dengan tanah komunal dalam hal penggunaan,
penguasaan dan pengurusan tanah komunal yang dimilki oleh persekutuan
tersebut. Pada masyarakat adat karo yang mengatur kehidupan
masyarakatnya dimana masih digunakannya musyawarah untuk
menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di antara masyarakat adat

karo.
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Saran
Sesuai dengan manfaat penelitian serta kesimpulan yang diperoleh

dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera

Utara, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo
Agar pemerintah daerah kabupaten karo provinsi sumatera utara segera
melakukan penelitian dan pendataan terhadap keberadaan tanah komunal
(hak komunal) suku karo di kabupaten karo secara keseluruhan untuk
mendukung hak-hak tradisional agar tidak dilupakan keberadaannya dan
agar tetap menjadi tanah warisan para leluhur. Sebaiknya diberikan
perhatian secara khusus seperti dibuat peraturan daerah mengenai tanah
komunal (hak komunal). Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan
dalam menghormati, menghargai dan melestarikan keberadaan tanah
komunal (hak komunal) masyarakat suku karo di kabupaten karo provinsi
sumatera utara.

2. Bagi Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Kabupaten Karo
Harus bersikap lebih proaktif dalam hal kesadaran diri untuk menjaga,
mempertahankan dan melestarikan kebudayaan dan tanah komunal (hak
komunal) yang terdapat di kabupaten karo dan mengembangkan diri
secara optimal baik melalui pendidikan formal maupun informal
sehingga memiliki kemampuan yang layak dalam mengelola sumber

daya alam dan tanah komunal (hak komunal) guna mewujudkan
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kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat hukum adat suku karo di

kabupaten karo.
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